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BUPATI DEMAK 

• 
PERATURANBUPATfDEMAK 

NOMOR .'1.'.~TAHUN ~9.~ 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang a. bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 

Mengingat 

merupakan bagian dari retribusi jasa urnum sebagai mana telah 
ditetapkan dengan Peraturan Oaerah Kabupaten 0emak nomor 4 
tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan telah diundangkan 
datam Lembaran Oaerah Kabupaten Demak tahun 2012 
Nomor4; 

b. bahwa guna tertib dan lancamya proses mekanisme pengujian 
,,, kendaraan bermotor serta upaya meningkattcan petayanan 

masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor, diperfukan 
regutasi berupa petunjuk pelaksanaan tentang penyefenggaraan 
Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dan ditetapkan oleh 
Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
penyele11Q98raan pengujian Kendaraan bennotor; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tamm 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tatum 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubffk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahtm 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Latu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025)4\ 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahtm 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang - undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 
peraturan perundang - undangan ( Lembaran Negara Repubffk 
Indonesia Tahon 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Nomor 5234 ); 

6. Peraturan Pemerintah No,nor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kota Madya Dati tt Seamrang ( Lembaran Negara Repubtik 
Jndonesia Tahun 1976 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3979 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jafan (lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3527); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Nomor 3528); 

9. Peraturan Pemerintah NOlnor 43 Tamm 1993 tentang Prasarana 
dan lalu lintas Jalan (lembacan Negara Republik Indonesia 
Taht.m 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3529); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (lembaran Negara Repubffl( Indonesia Tahon 
1993 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3530); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tamm 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan 
Oaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 
Nomor 165 , tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Nomor 4594 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (lembaran 
Negara Repubffk Indonesia Tamm 2007 Nomor 87, Tambahan 
lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 
( Lembaran Negara Repubh"k Indonesia tahun 2012 Nomor 120 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317 )~ 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten DemaJc Nomor 4 Tahun 2012 
tentan Retribusi Jasa Umum (lembaran Daerah Kabupaten 
Demak Tahun 2012 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa1 1 

PENYELENGGARAAN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adafah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyetenggara Pemerintah Oaerah. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika ada1ah Oinas 
Perhubungan Komunikasi dan tnformatika Kabupaten Oemak. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Pengujian Kendaraan Bennotor adafah serangkaian kegiatan 
menguji dan I atau memefiksa bagian atau komponen kendaraan 
bennotor, kereta gandengan dan kereta tempelan daiam rangka 
pemenuhan terhadap pe,syaratan teknis dan Urik jafan. 

7. Uji Berk.ala adatah Pengujian kendaraan bermotor yang ditakukan 
secara berkata terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta · · 
gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan d~ jatan. 

8. Tempat Pengujian adaJah tempat pefaksanaan pengujian 
kendaraan bermotor pada Oinas Perhubungan Komunikasi dan 
tnformatika Kabupaten Demak. 

9. Penguji adalah Pegawai Negeri Siptl yang ditunjuk sebagai 
tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kuatifikasi teknis 
tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kuafiflkasi teknis 
sesuai dengan jenjang kualifikasinya. 

10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jatan yang terdiri atas 
kendaraan bemlotor dan kendaraan tidak bermotor . 

11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 
oteh peralatan mekanik berupa mesin seisin kendaraan yang 
berjalan di atas rel. t 
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12. Kendaraan BermotOf Wajib Uji adaJah setiap kendaraan bermotor 
jenis mobit bus, mobfl barang. mobil penumpang umum, kereta 
gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan/atau 
digunakan di jaJan. 

13. Mobil Penumpang adatah Kendaraan Bermotor angkutan orang 
yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, 
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak febih dari 
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram. 

14. Mobil Bus adatah Kendaraan Bennotor angkutan orang yang 
memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk 
untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu 
tima ratus) kilo gram. 

15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk 
angkutan barang. 

16. Kereta Gandengan adalah suatu atat yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang yang sefuruh bebannya ditumpu oleh atat itu 
sendiri dan dirancang untuk ditarff( oleh kendaraan bennotor. 

17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian 
bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 

18. Buku Uji adalah tancia bukti lulus uji befkata berbentt.tk buku yang 
berisi data dan legitimasi hasif pengujian setiap kendaraan 
bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan. 

19. Tanda Uji adalah butti lutus uji ber1<afa yang memuat keterangan 
tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil 
uji. 

20. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan 
dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang 
bersangkutan, kelas jajan terendah yang bo1eh ditawi serta masa 
berlaku uji kendaraan yang bersangkutan. 

21. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB 
adalah berat makSimurn Kenctaraan Bennotor berikut muatannya 
yang diperbolehkan menurut rancangannya. 

22. Badan adatah sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang metakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang metiputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mitik 
negara (BUMN), atau badab usaha mffik daerah (SUMO) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan. perkumputan, yayasan organisasai masa, 
organisasai sosial politik , atau organisasi lainnya lembaga dan 
bentuk badan tainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetapJs-" 
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23. Jasa adalah kegiat.an Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasifitas, atau 
kemanfaatan lainnya, yang dapat dinikmati orang pribadi atau 
badan. 

24. RetribuSf Pengujian Kendaraan Bennotor selanjutnya disebut 
Retribusi adalah retribusi yang dikenakan temadap jasa 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oteh 
Pemerintah Daerah. 

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
me!akukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

26. Masa Retribusi adafah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajtb Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Oaerah yang bersangkutan. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adatah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

28. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Lebih Bayar yang sefanjutnya 
disingkat SKRDlB adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah keJebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk me!akukan tagihan retribusi dan/atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang difaksanakan 
secara objektif dan profesionaJ berdasarkan suatlJ standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka mefaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang difakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pklana di bidang retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraruran Oaerah.y-
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BABU 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TAR1F RETRIBUSI 

Pasal2 

Oengan nama Retribusi Pengujjan Kendaraan Bermotor dipungut 
retribusi atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal3 

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bedrmotor adaiah pe!ayanan 
Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri dari : 
a. Mobil penumpang Umum; 
b. Mobil Bus; 
c. Mobil Barang; 
d. Kereta Gandengan; 
e. Kereta Tempelan. 

Pasat4 

( 1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adafah orang 
pribadi atau Sadan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
Pengujian Kendaraan Bermotor. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
metakukan pembayaran Retribusi tennasuk pemungut atau 
pemotongan Retribusi Jasa Umum Petayanan Pengujian 
Kendaraan Bermotor. 

BASHI 

CARA MENGUKUR TlNGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal5 

( 1) Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan memperhitungkan biaya 
operasional, pemeUharaan, biaya bunga dan biaya modal atas 
penyediaan jasa yang bersangkutan; 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah jumfah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi 
beban biaya yang ditanggung Pemerintah Oaerah untuk 
menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. a-,-
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BABIV 

Pasal 6 

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIP 
RETRtBUSI 

Pasal 7 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa Urrwm 
ditetapkan dengan mempefhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
efektiitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

(2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian 
biaya. 

(3) Penetapan Tarip Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di tinjau kembali 
paling lama 3 (tiga) tahun seka!i. 

(4) Peninjauan tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dHakukan dengan memperhatikan indek harga dan 
perkembangan ekonomi. 

BABV 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSt 

Pasal 8 

( 1) Struktur dan besaran tarip Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor didasarkan pada jenis, Kapasitas dan JBB kendaraan 
bermotor yang diuji. 

(2) Struktur dan besamya tarip retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ~ 



No 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

8 

Jenis Pefayanan 

Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bennotor 
a. Mobif Penumpang Umum; 
b. Mobil Bus; 

- Kapasitas tempat duduk 9 td s/d 16 orang 
- Kapasitas tempat duduk 17td s/d 26 orang 
- Kapasitas tempat duduk lebih dari 26 orang 

c. MobiJBarang 
- JOO $Id 3500 kg 
- JSB 3501 s/d 14.000 kg 
- JBS lebih dart 14.000 kg 

d. Kereta Tempelan /Gandengan 
e. TracktorHead 

Penggantian Tanda up Berkala, Baut,Kawat dan Segel 
Penggantian Buku uji ber1<ala 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib ujl Mifik 
Pemerintah 
- Kendaraan bukan milik BUMN I SUMO 
- Kendaraan milik SUMN / SUMO 
Penggantian tanda uji karena hilang I rusak 
Retrtbusi Penifaian teknis untuk Penghapusan kendaraam 
bermotor mifik Pemerintah 
-
-

Sepeda Motor 
Kendaraan Roda empat atau lebih 

BABVI 

PEMUNGUTAN RETRIBUSl 

Bagian Kesatu 
Wilayah Pemungutan 

Pasaf 9 

Tarif 

Rp. 20.000,-/kend. 

Rp. 24.000,-lkend. 
Rs>. 26.000,-/kend. 
Rp. 28.000,-/kend. 

Rp. 24.000,-lkend. 
Rp. 26.000,-Jkend. 
Rp. 28.000,-Jkend. 
Rp. 24.000,-/kend. 
Rp. 24.000,-/kend. 

Rp. 7.000,-/kend. 
Rp. 8.500,-/kend. 

Rp. 20.000,-lkend. 
Rp. 30.000,-/kend. 
Rp. 50.000,-/kend. 

Rp. 50.000,-/kend. 
Rp. 100.000,-/kend. 

Retribusi Daerah yang terutang dipungut diwilayah Oaerah 

Bagian Kedua 
Penentuan Pembayaran, dan Tempat Pembayaran 

Pasa110 

( 1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai I tunas. 

(2) T empat Pembayaran Retribusi dilakukan di Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan lnformatika. 

Bagian ketiga 
Pemanfaatan Retribusi 

Pasal11 

( 1) Pemanfaatan Retribust Pengt.tjian Kendaraan Bermotor 
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang beJ1caitan langsung 
dengan penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan 
Bermotor. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati~ 
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BAB Vil 

PEMERIKSAAN 

Pasal 12 

(1) Bupati berwenang metakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah datam rangka 
metaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Oaerah. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau memmjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperiukan. 

BABVIU 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasaf 13 

( 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan paling tinggi 5 ( Hma ) % dari rencana penerimaan yang 
ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABIX 

PELAKSANAAN PENGUJIAN 

Pasat 14 

(1) Pemerintah Oaerah bertanggungjawab meJaksanakan Pengujian 
Berkala terhadap Kendaraan Bermotor Waj1b Uji dalam rangka 
menjamin kese!amatan, kelestarian Jingkungan dan pefayanan 
umum. 

(2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) difaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
lnformatika .<f" 
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BABX 

KEWENANGAN PENERBITAN BUKU UJI~ SURAT PERSETUJUAN 
NUMPANG UJt, SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN 

DAN PEMBUATAN TANDA SAMPING 
SERTA PENETAPAN HAStl UJI 

Pasaf 15 

Bupati mendetegasikan wewenang penandatanganan dan atau 
penerbitan Buku Uji, Surat Persetuiuan Numpang Uji. Surat 
Keterangan Mutasi Uji Kendaraan kepada Kepafa Oinas Perhubungan 
Komunikasi dan lnformatika. 

Pasat 16 

Pembuatan perubahan Tanda Samping hanya dapat dilakukan oteh 
penguji dan atau petugas lain dibawah pengawasan pengujt yang 
ditugaskan untuk itu. 

Pasal17 

Penetapan hasil uji yang tertuang datam laporan Hasil Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor dan dalam Buku Uji ditandatangani oteh 
Penguji. 

BAB XI 

TATACARA DAN PERSYARATAN PENGUJIAN 

Bagian Kesatu 

Uji Berkala Pertama Kali dan Uji Berkala Berikutnya 

Pasal 18 

Tatacara uji berkaia untuk yang pertama kali dan ~ji berkata 
berikutnya diatur sebagai berikut : 

a. pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada 
petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Fonnuir 
Permohonan Pendaftaran; 

b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran 
setanjutnya memeriksa ketengkapan persyaratan, mengisi SKRO 
dan menetapkan waktu petaksanaan uji. serta menyerahkan 
formulir pendaftaran yang tetah diisi dan memberikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK); 

c. pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti 
pembayaran retribusi; 

d. setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan 
kendaraan bermotor wajib uji beserta laporan Hasit Pemeriksaan 
Kendaraan Bennotor (LHPK) kepada penguji untuk dilakukan 
pemeriksaan;~ 
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e. penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil 
pemeriksaan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan 
Bermotor ( LHPK ); 

f. laporan hasit pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas 
administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan 
pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji; 

g. kendaraan bermotor wajib uji alSefahkan kembali kepada 
pemohon; 

h. bagl kendaraan bennotor wajib uji yang dinyatakan lulus ujil 
pemohon diminta untuk menyerahtan bukti pembayaran retripusi 
kepada bagian admtnistrasi pengujian untuk mendapatkan tanda 
bukti tutus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor 
kendaraant buku uji dan tanda sampmg; 

i. bagi kendaraan bennotor wajib uji yang tidak memenuhi 
persyaratan taik jalan, dinyatakan tidak fufus uji dan penguji wajib 
memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan 
bermotor wajib uji yang wajib dipefbaiki, waktu dan ternpat 
dilakukan pengujian ulang; 

j. untuk petaksanaan uji ufang, pemohon tidak diperfakukan sebagai 
pemohon baru dan tidak dipungut biaya; dan 

k. pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukan bukti 
pemberitahuan dari penguji sebefumnya, dan apabUa temyata 
tetap tidak lutus uji, pemohon untuk pengujian wang berikutnya 
diperlakukan sebagai pemohon baru 

Bagian Kedua 
Numpang Uji Ketuar 

Pasal19 

Tatacara numpang ujj keluar adafah sebagaj berikut : 

a. pemohon mendaftarkan kendaraan bennotor wajib ~ya pada 
petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi 
Formulir Permohonan Pendaftaran; 

b. petugas yang telah menerima permohonan pendaffaran 
selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan; 

c. petugas administrasi ternpat pengujian menyerahkan Surat 
Persetujuan Numpang Uji di luar daerah. 

Pasal20 

Persyaratan numpang uji keluar adatah sebagai berikut : 

a. Buku up Kendaraan ; 

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ); 

c. Mengisi dan melengkapi formulir yang tefah tersedia; 

d. Memiliki bukti tunas adminilrasi.tf" 
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Bagian Ketiga 
Numpang Uji Masuk 

Pasa121 

Tatacara numpang uji masuk adatah sebagai berikut ~ 

a. pemohon menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji dan 
mendaftarkan kendaraan befmotor wajjb ujinya pada petugas 
pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Fonnulir 
Permohonan Pendaftaran; 

b. petugas yang tetah menerima permohonan pendaftaran 
selanjutnya memeriksa kelengk.apan persyaratan dan mengisi 
SKRD; 

c. pemohon membayar biaya pengganti tanda uji berkaJa dan 
menerima bukti pembayaran retribusi; 

d. setetah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan 
kendaraan bermotor wajib uji beserta Laporan Hasit Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor (LHPK) kepada penguji untuk dilakukan 
pemeriksaan; 

e. penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasH 
pemeriksaan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan 
Bermotor (LHPK); 

f. laporan hasil pemeriksaan <fiserahkan penguji kebagian 
administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan 
pengeluaran tanda lulus uji, buku uji. dan tanda samping; 

g. kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada 
pemohon; 

h. bagi kendaraan bennotor wajib uji yang dinyatakan fulus uji, 
pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada 
bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda luJus uji 
yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji 
dan tanda samping; 

i. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi 
persyaratan laik jatan, dinyatakan tidak lufus uji dan penguji wajib 
memberitahukan secara tem.dis tentang bagian--bagian 
kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu dan 
tempat dHakukan pengujian uJang; dan 

j. Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika mengirimkan 
salinan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ke instansi yang 
berwenang asaJ domisifi kendaraan bennotor wajib uji yang diuji. 

Pasa1 22 

Persyaratan numpang uji masuk adafah sebagai berikut : 

a. Buku Uji Kendaraan ; 

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ); 

c. Rekomendasi numpang uji dari asal kendaraant,c-
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d. Mengisi dan ~kapi fOf'mt!Jk yang telah tersedia; 

e. Memiliki bukti tunas adminitrasi. 

Bagian Keempat 
Mutasi Uji Masuk 

Pasat 23 

Tatacara pindah mutasi uji masuk adalah sebagai berikut : 

a. pemohon mendaftarkan kendaraan befmotor wajib ujinya pada 
petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi 
Formulir Pennohonan Pendaftaran; 

b. petugas yang tetah menerima permohonan pendaftaran 
selanjutnya memeriksa ketengkapan persyaratan, mengisi SKRO 
dan menetapkan waktu petaksanaan uji, serta menyerahkan 
formufir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK); 

c. pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti 
pembayaran retribusi; 

d. setelah metakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan 
kendaraan bemlotor wajib uji beserta laporan Hasit Pemeriksaan 
Kendaraan Bennotor (LHPK) kepada penguji untuk ditakukan 
pemeriksaan; 

e. penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil 
pemeriksaan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan 
Berrnotor (LHPK); 

f. taporan hasiJ pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas 
administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan 
pengeluaran tanda tutus Uji dan buku uji; 

g. kendaraan bennotor wajib uji diserahkan kembafi kepada 
pemohon; 

h. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan k.dus ~ 
pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi 
kepada bagian adrninistrasi pengujian untuk mendapatkan tanda 
tutus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, 
buku uji dan tanda samping; 

i. bagi kendaraan bennotor wajib uji yang tidak memenuhi 
persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak: Mus uji dan penguji wajib 
memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian 
kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu dan 
tempat dHakukan pengujian ulang: 

j. untuk pelaksanaan uji ulang. pemohon tidak diperlakukan 
sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya; dan 

k. pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukan bukti 
pemberitahuan dari penguji sebetumnya, dan apabila temyata 
tetap tidak lulus uji, pemohon untuk ~ujian ulang berikutnya 
diperlakukan sebagai pemohon baru.~ 
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Pasal24 

Persyaratan pindah mutasi u~ masuk adafah sebagai berikut : 

a. Surat Tancta Nomor Kendaraan (STNK); 

b. Buku PemUik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) asH I fotocopy ; 

c. Kartu Tanda Pendudt.lk ( KTP ); 

d. Buku Uji kendaraan bermotor; 

e. Surat rekomendasi dan kartu indUk pemeriksaan dan asat 
kendaraan; 

f. Surat keterangan rubah bentuk dari karoseri pembuat ( apabtla 
ada perubahan bentuk ); 

g. Sertiflkat Registrasi Ujl Type dari Dinhubkominfo Jawa T engah 
(apabila ada perubahan bentuk) ; 

h. Mengisi dan melengkapj formufir yang tersedia ; 

i. Memiliki bukti lunas retribusi . 

Bagian Kelima 
Mutasi Uji Keh.Jar 

Pasal25 

T atacara mutasi uji keluar adaJah sebagaj berikut : 

a. pemohon mendaftarkan kendafaan befmotor wajib ujinya pada 
petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi 
Formulir Permohonan Pendaftaran; 

b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran 
selanjutnya memeriksa kefengkapan persyaratan dan mengisi 
SKRO berikut besamya sanksi administrasi; 

c. pemohon membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran 
retribusi; dan 

d. pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas 
administrasi pengujian dan petugas menyerahkan Surat 
Keterangan Mutasi Uji Kendaraan clan Kartu lnduk Pemeriksaan 
kepada Pemohon. 

Pasal26 

Persyaratan mutasi uji ketuar adaJah sebagai berikut : 

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru atau SUrat 
Keterangan Fiskat Antar Daerah. 

b. Buku Uji Kendaraan; 

C. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ; 

d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) asli / foto cop~ 
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e. Mengjsi dan melengkapi formulir yang tersedia; 

f. Memitiki bukti tunas retribusi 

8agian Keenam 
Bentuk Surat dan Formul:ir 

Pasa~27 

Bentuk Formulir Permohonan Pendaftaran, Formulir Laporan Hasil 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Surat Persetujuan Numpang Uji di 
Luar Domisili, dan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan diatur 
lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
lnformatika. 

Bagian Ketujuh 
Penggantian Buku Ujiff anda Lutus Uji yang Hilang/Rusak 

Pasal 28 

Tatacara penggantian Buku Uji/T aoda Lulus Uji yang hHang/rusak 
adalah sebagai berikut : 

a. pemohon mengajukan permohonan pada petugas pendaftaran di 
tempat pengujian dengan mengisi formufir pennohonan 
pendaftaran; 

b. petugas yang tetah menerima permohonan pendaftaran 
setanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi 
SKRO; 

c. pemohon membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran 
retribusi; dan 

d. pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas 
administrasi tempat pengujian dan setanjutnya dibuatkan Tanda 
Lutus Uji dan atau Buku Uji yang dimintakan ganti. 

BABXH 

CIRI-CIRI BUKU UJI, TANDA UJI, TANDA SAMPING 
DAN KARTU INDUK PENGAWASAN 

Pasal29 

(1} Ciri-ciri Buku Uji, Tanda Lulus Uji, dan Tanda Samping adalah 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderat 
Perhubungan Darat Nomor: SK.2752/AJ.402/ORJD/2006 tentang 
Pedoman T eknis Buku Uji, T anda Uji Berkata dan Tanda 
Samping Kendaraan Bennotor.~ 
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(2) Ciri-ciri dan bentuk Kartu lnduk Pemeriksaan untuk mobi1 
penumpang, mobH bus, mobil barang dan kendaraan khusus, 
serta kereta gandengan dan kereta tempelan diatur lebih fanjut 
oteh Kepala Oinas Perhubungan Komunikasi dan tnformatika. 

BAB XIII 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

PasaJ 30 

Meounjuk dan menugaskan kepada : 

a. Kepata Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika untuk : 

1. memberikan pelayanan terhadap permohonan pengujian 
kendaraan bermotor; dan 

2. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bennotor. 

b. Kepafa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kek.ayaan Daerah untuk 
mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bennotor, antara lain pembinaan tekrus pungutan, 
penyediaan sarans pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen fain 
yang dipersamakan. 

c. lnspektur Kabupaten Oemak untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak 
Nomor 4 Tahtm 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengujian 
Kendaraan Bermotor beserta peraturan petaksanaannya. 

d. Kepala Kantor Potisi Pamong Praja untuk menegakkan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum Pengujian Kendaraan 
Bermotor beserta peraturan peulksanaannya. 

e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Demak untuk melaksanakan penyidikan atas 
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demalc 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengujian 
Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya. 

Pasa131 

Datam metaksanakan tugasnya, Oinas Perhubungan Komunikasi dan 
tnformatika, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 
lnspektorat, Kantor Potisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai 
Negeri SipH (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
bertanggungjawab kepada Bupati secara hierarkis~ 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal32 

Hat-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur tebih lanjut oteh 
Kepata Oinas Perhubungan Komtmikasi dan tnformatika. 

Pasat 33 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Demak. 

Oitetapkan di Demak 
pada ~!l9gal Y A-l!St>ITOS :)[)f;).. 

~· 

Oiundangkan di Oemak 
pada tanggal t /toosrvs ~;;t 

·~ta:ll~ IS DAERAH 
NDEMAK, 

BERIT A DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN tP-0 f .9- NOMOR c9---C> 
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